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Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang transformasi public governance  di kota Palembang dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik. Masih banyak terjadi keluhan dari masyarakat terhadap  pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang, terutama pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota.  Keluhan tersebut berkaitan dengan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, persyaratan yang susah dipenuhi, biaya yang besar dan sulit diperkirakan, serta waktu pelayanan sangat lama. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode explanatory survey, yakni: menjelaskan dan menganalisis tentang  Transformasi Public Governance di Kota Palembang dalam upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga dalam wilayah Kota Palembang yang memiliki rumah tinggal sendiri dan telah memiliki/mendapatkan IMB. Disimpulkan bahwa transformasi public governance di kota Palembang dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik dapat dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai kualitas pelayanan yang terdiri atas tangible, reliability,  responsiveness, assurance, dan empathy. 
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A. Latar Belakang

Kepemilikan izin mendirikan bangunan atau disingkat IMB merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa IMB, maka bangunan yang didirikan menjadi tidak legal. Karena tidak legal, maka pemerintah daerah berhak untuk merobohkan atau menghentikan proses pembangunan tersebut. Idealnya  seluruh bangunan yang ada harus memiliki IMB sehingga semua bangunan yang telah berdiri memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB. Sebetulnya masyarakat sangat memerlukan IMB, namun seringkali terhambat pada bentuk pelayanan yang menyulitkan, prosedur yang berbelit-belit, informasi yang tidak jelas,  dan biaya yang mahal dan sulit dipenuhi oleh masyarakat, akhirnya dengan kondisi demikian masyarakat enggan mengurus IMB.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2008) tentang “Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa telah terjadi kesenjangan (gap) antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan yang dirasakan (kenyataan). Artinya, petugas pelayanan IMB masih belum dapat memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para konsumen IMB.  Kedua, secara keseluruhan, konsumen merasa kurang puas terhadap pelayanan yang mereka rasakan/terima. Kondisi pelayanan publik di kota Palembang tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian di atas, termasuk pada Dinas Tata Kota, sebagai institusi yang berwenang mengeluarkan IMB di lingkungan Kota Palembang. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya bangunan di Kota Palembang yang belum memiliki IMB. Berdasarkan Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan, bahwa setiap mendirikan bangunan wajib memiliki IMB, tujuannya adalah agar bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan. Upaya mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota serta manfaat ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi agar tercipta kondisi kota yang tertib dan teratur. Sejak diberlakukannya Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004, baru menghasilkan capaian angka kepemilikan IMB sebesar 35,10 persen  atau 88.538 bangunan dari total jumlah bangunan di Kota Palembang sebanyak  252.246 (Dinas Tata Kota, Kota Palembang, 2009). Angka tersebut menjadi indikasi kuat bahwa pelayanan perizinan IMB di Kota Palembang belum berkualitas. 
Menurut informasi beberapa pemohon, informasi dan komunikasi yang disampaikan secara tertulis oleh aparatur, seperti petunjuk/papan informasi dan brosur tentang mekanisme permohonan IMB masih kurang baik. Sedangkan informasi dan komunikasi secara lisan yang disampaikan oleh petugas (pegawai) dianggap kurang jelas, sehingga terkesan kurang paham, kurang terbuka dan tidak transparan. Disamping itu, pelayanan yang dilakukan juga dirasakan kurang ramah. Dari fenomena tersebut di atas, tidak hanya mengidentifikasikan masih belum optimalnya kualitas pelayanan IMB yang diberikan oleh Dinas Tata Kota Palembang, sekaligus juga menggambarkan belum optimalnya transformasi public governance di lingkungan Dinas Tata Kota dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan IMB. Berdasarkan fakta dan fenomena  di atas, maka tulisan  ini akan membahas tentang Transformasi Public Governance di Kota Palembang dalam upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Publik (Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan).

B. Telaah Literatur

Definisi tentang public governance memiliki perbedaan antara definisi yang satu dengan definisi yang lain. Menurut Bank Dunia, public governance adalah:  The exercise of political power to manage a nation’s affairs. (World Bank, 1989:60). Sedangkan menurut Canadian Institute on Governance,
 public governance adalah governance comprises the traditions, institutions and processes that determine how power is exercised, how citizens are given a voice, and how decisions are made on issues of public concern. Berdasarkan definisi dari Bank Dunia di atas dapat dicermati  bahwa public governance adalah merupakan pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola urusan suatu negara. Sementara definisi berikutnya menyatakan bahwa public governance terdiri dari tradisi, kelembagaan dan proses yang menentukan bagaimana kekuasaan dilaksanakan, bagaimana warga negara diberi suara, dan bagaimana keputusan dibuat pada isu-isu publik keprihatinan. Pada definisi lain disebutkan bahwa public governance is concerned with the conduct of governments at all levels to bring the best possible benefits to their citizens and to fulfill their responsibilities as members of the global community.
 Berdasarkan pengertian tersebut bahwa public governance berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan di semua tingkatan untuk membawa manfaat terbaik bagi warga mereka dan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota komunitas global. 

Berdasarkan ungkapan dari berbagai definisi tentang public governance di atas, maka merupakan kewajiban pemerintah atau pemerintah daerah untuk mentransformasikan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam public governance untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah/pemerintah daerah, perlu ada kriteria yang menunjukkan bahwa  pelayanan publik yang diberikan berkualitas atau bermutu. Zeithaml et. al. (1990:16) mengatakan bahwa: SERVQUAL is an empirically derived method that may be used by a services organization to improve service quality. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ada sebuah metode untuk mengukur kualitas pelayanan. Metode tersebut disingkat dengan nama SERVQUAL. Dimensi SERVQUAL (kualitas pelayanan) menurut Zeithaml (1990:26) terdiri atas lima dimensi sebagai berikut:  (1) Tangibles. Appearance of physical facilities, equipment, personnel, and communication materials; (2) Reliability. Ability to perform the promised service dependably and accurately; (3) Responsiveness. Willingness to help customers and provide prompt service; (4) Assurance. Knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence; and (5) Empathy. The firm provides care and individualized attention to its customers. 

Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain. Oleh karenanya, kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kualitas dapat diberi pengertian sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan/atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas atau mutu seringkali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan/masyarakat atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan. Terciptanya kepuasan pelanggan/masyarakat dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut  (word of mouth) yang menguntungkan bagi pemberi layanan, reputasi yang semakin baik di mata pelanggan, serta laba (PAD) yang diperoleh akan semakin meningkat (Tjiptono, 2000:42). 
Dari semua uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara sesungguhnya tidak dapat lepas dari birokrasi dan tidak dapat lepas dari etika pelayanan birokrat itu sendiri. Nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam public governance sejatinya ditransformasikan dalam pemerintahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Metode 

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode explanatory survey, yakni: menjelaskan dan menganalisis tentang  Transformasi Public Governance di Kota Palembang dalam upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Publik (Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang memiliki rumah tinggal sendiri dan telah memiliki  IMB. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik “Pengambilan Sampel Gugus Bertahap.”  Menurut Effendi dan Tukiran (2012:168-169), pengambilan sampel gugus bertahap  adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah-wilayah yang ada; misalnya: kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan data Palembang Dalam Angka 2009, kepala keluarga pada 7 (tujuh) kecamatan tersebut di atas berjumlah  178.439 orang dan 35,10 persen di antaranya telah memiliki IMB. 
D. Pembahasan

Transformasi public governance  di Kota Palembang dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan dan perspektif teori yang dikembangkan oleh Zeithaml dkk. Kualitas pelayanan ditentukan oleh lima dimensi, yaitu tangible, reliability,  responsiveness, assurance, dan empathy. (Zeithaml dkk., 1990:26). Pada penelitian ini, tangible mencakup hal-hal sebagai berikut: penampilan fisik dari aparatur, fasilitas, peralatan dan sarana komunikasi dan informasi pada Dinas Tata Kota Palembang yang dimanfaatkan dalam melaksanakan pelayanan IMB kepada seluruh masyarakat kota Palembang yang bangunan rumahnya wajib memiliki IMB. Kualitas pelayanan IMB ditinjau dari dimensi tangible pada Dinas Tata Kota Palembang  walaupun sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang belum optimal dan perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah: (1) Letak atau lokasi pelayanan IMB (kantor Dinas Tata Kota Palembang) yang tidak strategis dan susah untuk dijangkau; (2) Masih banyak aparatur yang belum disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Reliability  merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara cermat, sesuai standar, kemampuan dan keahlian penggunaan alat bantu dalam pelayanan IMB yang dilakukan pada Dinas Tata Kota Palembang. Kualitas pelayanan IMB ditinjau dari dimensi realibility  pada Dinas Tata Kota Palembang  walaupun sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang belum optimal dan perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah: (1) Pelayanan  IMB yang dilakukan belum memenuhi standar pelayanan; dan (2) Tidak semua aparatur memiliki kemampuan dan keahlian menggunakan alat bantu dalam melakukan proses pelayanan IMB.

Responsiveness merupakan kesediaan dan kesadaran untuk merespon setiap pemohon layanan dengan cepat, tepat, cermat, dan merespon setiap keluhan yang disampaikan oleh pemohon IMB. Dari hasil konfirmasi dan wawancara saat penelitian berlangsung, diperoleh informasi dan penjelasan bahwa memang masih sangat sulit untuk memenuhi penyelesaian pemberian IMB dengan tepat waktu. Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya jumlah pegawai secara umum, sementara pemohon IMB dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan perumahan semakin meningkat, sedangkan jumlah aparatur penambahannya tidak signifikan serta alur/prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Di samping itu, aparatur yang ahli di bidang pertanahan, pengukuran, dan perhitungan retribusi juga masih kurang. 
Assurance merupakan kemampuan aparatur dalam memberikan jaminan, jaminan dari segi ketepatan waktu, biaya, legalitas, serta kepastian besarnya biaya dalam proses pelayanan IMB. Kualitas pelayanan IMB ditinjau dari dimensi assurance pada Dinas Tata Kota Palembang  walaupun sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang belum optimal dan perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah: (a) Jaminan akan besarnya biaya retribusi IMB. Aparat tidak dapat menjamin berapa besaran biaya retribusi yang harus dibayarkan dalam mengurus IMB; (b) Jaminan waktu penyelesaian juga belum bisa diberikan oleh aparat. 
Empathy yaitu perhatian yang diberikan kepada pemohon layanan IMB. Kesediaan mendahulukan kepentingan pemohon IMB, sikap ramah, sopan, santun, tidak diskriminatif, dan menghargai setiap pemohon IMB. Kualitas pelayanan IMB ditinjau dari dimensi empathy  pada Dinas Tata Kota Palembang  walaupun sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang belum optimal dan perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah perlakuan yang masih diskriminatif terhadap pemohon IMB. Orang-orang tertentu, seperti pejabat daerah, anggota DPRD, orang Cina kaya, pengusaha, pengembang, dan orang-orang beruang lainnya dalam pengurusan IMB lebih didahulukan dan lebih cepat penyelesaiannya. 

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transformasi public governance di kota Palembang dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik dapat dilakukan dengan mengadopsi dan mentransformasikan nilai-nilai kualitas pelayanan, yaitu tangible, reliability,  responsiveness, assurance, dan empathy dalam pemerintahan melalui pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota, Kota Palembang.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan IMB pada Dinas Tata Kota Palembang, maka diperlukan upaya transformasi public governance melalui dimensi-dimensi dalam kualitas pelayanan seperti tangible, reliability,  responsiveness, assurance, dan empathy. 
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